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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayaagunaan Tanah Terlantar,
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Reformasi Agraria ,belum
dapat terlaksanakan sebabagaiman yang telah diamanatkan dalam
peraturan di atas, dikarenakan pelaksanaan, fungsi, penerpannya di
lapangan masih banyak memiliki kendala dalam pengaturan, dalam
menertibkan dan mendayagunakan tanah-tanah yang telah ditelantarkan
oleh individu, maupun badan-badan hukum tertentu, yang salah satu fungsi
sosialnya terhadap masayarakat setempat pemenuhan pemerataan terhadap
perekonomian sebagai penunjang kehidupan masayarakat tidak terlalu
diperhatikan oleh Pemerintah, atau badan hukum yang mengusai hak
penguasaan tanah di wilayah Desa setempat.

2. Proses peralihan hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010, Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria, Reformasi Agraria, jika
dilihat dari pemenuhan dan proses penerapan penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar dilapangan belum berjalan dengan
maksimal, Pemerintah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Pihak
terkait lainya sangat memprihatikan terhadap kewajiban sebagai pejabat

pelaksana yang berwenang menertibkan tanah-tanah yang terindikasi
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terlantar, dan memperhatian kondisi masayarakat yang mengeloloa dan
mendayagunakan tanah yang terindikasi terlantar, sebagai lahan pertanian
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Kepada pemerintah pemegang regulasi pertanahan di Indonesia
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, hendaknya mengontrol atas
kebijakan peraturan perundang-undangan, yang tertera dalam PP Nomor 11
Tahun 2010 yang memberikan hak atas pengusaan tanah oleh setiap PT
asing maupun non asing yang bergerak dalam bidang Peternakan agar setiap
tindakan PT tersebut tidak menyalagunakan wewenang yang mebuat
kerugian materil dan non materil yang seharusnya pemerintah Kabupaten
dalam hal ini BPN Dompu harus mengetahui perkembangan dari setiap PT
yang ada di Dompu, bukan saja memberikan izin tetapi sejauh mana bentuk
pelaksanaan yang salah satunta dilakukan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya yang
sampai sekarang kejelasannya tidak diketahui operasionla dilapangan baik
oleh BPN Provinsi dan BPN Kabupaten Dompu. Dengan ini saya rasa
Pemerintah lebih memperhatikan kondisi sebagaimana yang terjadi
dilapangan terhadap izin yang telah diberikan.

Dan perlunya perhatian khusus kepada petani yang memanfaatkan
lahan kosong yang terindikasi terlantar sebagai lahan bercocok tanam, Pihak
Badan Pertanahan Nasional wilayah untuk lebih ditekankan dalam
mengoptimalisasikan fungsi pengawasan terhadap PT. Tugu Vanilla Jaya

yang telah menelantarkan tanah , agar dapat ditindak secara tegas dan
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konsekuensi yang harus diberikan sebagai tindakan untuk mencabut hak atas
penguasaan tanah terhadap PT. Tugu Vanilla Jaya yang telah diberikan izin
usaha terhadap tanah yang dikuasakan oleh pemerintah, dan memberikan
ganti rugi atas penyalagunaan kontrak kerjasama yang telah dibuat selama

PT tersebut menelantarkan tanah atas penguasaanya.
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